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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Tenaga Kerja 

Adapun mengenai ketenagakerjaan adalah menyangkut secara 

keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

Dengan demikian maka ketenagakerjaan tersebut adalah tenaga kerja 

yang menyangkut dengan aspek dimulai dari masa sedang mencari pekerjaan, 

sedangkan melakukan pekerjaan di semua sector, sampai dengan diberhentikan 

dari pekerjaan, dan kembali sebagai pencari kerja. 

Sedangkan berbagai teori dan konsep tenaga kerja itu sendiri yang 

ditemui di dalam literature secara umum adalah semua orang atau penduduk 

usia kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Darza, bahwa tenaga kerja adalah bagian 

dari penduduk usia kerja secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (secara umum usia 15 tahun atau 

lebih).11 

                                                           
11

Darza. Z.A, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Delina Baru, 1995), 

h.114  
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Jadi tenaga kerja identik dengan penduduk di suatu Negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Subri, 

bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) 

atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memperoduksi barang 

dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja.12 

Sedangkan menurut Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah 

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha 

kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang 

mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik 

kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia 

tersebut dinamakan tenaga kerja, secara singkat tenaga kerja didefinisikan 

sebagai penduduk dalam usia kerja.13 

Sedangkan tenaga kerja secara umum adalah setiap orang, tidak 

membedakan antara laki-laki dengan perempuan, baik tetap ataupun tidak, 

menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 

Tenaga kerja tersebut perlu diberikan pelayanan oleh lembaga public 

yaitu pemerintah, terutama dalam hal penempatan, sehingga dapat memperoleh 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu 

                                                           
12

Subri Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT.Raja Grasindo Pusaka, 

1996), h.57  
13

Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), h.1  
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pelayanan publik terhadap tenaga kerja ini perlu adanya aturan atau kebijakan 

agar dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan. 

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan, bahwa 

pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk 

mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, 

dan merata, baik materil maupun spiritual. 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan 

melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Di sini terlihat 

bahwa pembangunan ketenagakerjaan diatur dan ditentukan melalui peratuan 

perundang-undangan yang harus dilaksanakan di daerah, karena daerah sudah 

diberi kewenangan untuk mengatur kondisi dan keadaan daerahnya sendiri 

sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, termasuk pengaturan 

mengenai ketenagakerjaan. 

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal 

ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi 

dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja/buruh. Oleh karenanya pembangunan ketenagakerjaan dilakukan 

secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi asas 
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hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional 

lintas sektoral pusat dan daerah.14 

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan ialah: 

a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 

ketenagakerjaan. 

b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari 

pengusaha. 

Dari tujuan di atas menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus 

menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait 

dalam proses produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan 

kelangsungan berusaha. Di samping itu juga upaya untuk melindungi tenaga 

kerja, yang kerap kali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap 

pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara 

komprehensif dan konkrit dari pemerintah. 

 

B. Hak-Hak Tenaga Kerja 

Hak-hak tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

Keselamatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/buruh yang 

diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan 

terintegrasi dengan sistem managemen perusahaan. 

                                                           
14

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2009), h.9 



 

30 
 

Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, 

tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan 

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja 

yang aman, efisien, dan produktif.15 

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi 

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang 

optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan 

rehabilitasi. Begitu pentingnya keselamatan kerja ini bagi tenaga kerja, 

maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dalam Pasal 86 ayat 

(1), yaitu : 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas :  

a. Keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. Moral dan kesusilaan dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusiaserta nilai-nilai 

agama. 

                                                           
15

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2009), h.408  
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Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang 

No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja yang 

dimaksud adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, 

di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang 

berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 

ayat (1)). 

b. Upah 

Upah memegang peranan penting dan memberikan ciri khas suatu 

hubungan yang disebut hungan hukum, bahkan dapat di katakana bahwa 

upah merupakan tujuan utama dari pekerja melakukan pekerjaan pada orang 

datau badan hukum lain.16   

Dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan 

upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yag telah atau 

dilakukan, diyatakan atau dinilai, dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dibayarkan atas suatu perjajian kerja anatara pengusaha dengan buruh, 

termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.17 

Agar tenaga kerja outsourcing dapat hidup dengan layak maka diatur 

perlindungan hukum mengenai upah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) 

undang-Undang dasar 1945 yaitub : “Setiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini dijelaskan 

                                                           
16

 Lalu Husni, opcit. h. 108 
17

 Ibid. 
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lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 88 ayat (1) : “ setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.” Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan 

pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan 

minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan 

hari tua. 

Pengupahan lebih lanjut diuraikan dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain : 

1. Menetapkan kebijakan pengupahan dalam pasal 88 ayat (2) dan (3), yang 

meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja 

karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan 

lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat 

kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, 

hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala 

pengupahan perhitungan pajak penghasilan. 

2. Upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota dan 

berdasarkan sektor wilayah propinsi atau kabupaten/kota. (Pasal 89 ayat 

(1)).  

3. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

(Pasal 90 ayat (1)). 
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4. Upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan. (Pasal 93 

ayat (1). Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk 

semua buruh/pekerja, kecuali bila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 

dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.18 

5. Beberapa pengecualian dari Pasal 93 ayat (1) tercantum dalam Pasal 93 

ayat (2), yaitu : 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan 

pengusaha diwajibkan membayar upah apabila : 

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.Hal ini 

dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 

c. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena menikah, menikahkan, 

mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau 

keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau 

mertua atau orang tua atau anggota keluarga dalam satu rumah 

meninggal dunia. 

d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara. 

e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya. 

                                                           
18

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2009), h.410 
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f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. 

g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. 

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan 

i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

c. Kesejahteraan 

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, perusahaan 

wajib untuk untuk menjamin kesejahteraan dari tenagaoutsourcing, Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengatur sebagai berikut: 

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat(1)). 

2. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 

pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang meliputi 

pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan 

pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, 

fasilitas kesehatan dan fasilitas rekreasi tentunya penyediaan fasilitas 

tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh 

dan ukuran kemampuan perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)). 

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dibentuk koperasi 

pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan yaitu kegiatan 
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yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan diluar upah. 

(Pasal 101 ayat (1)). 

d. Jamsostek 

Jaminan social dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam 

pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut 

oleh sentanoe kertonegoro (1996:25) dikelompokkan dalam empat bagian 

usaha utama sebagai berikut : 

1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-

usaha dibidang kesehatan, keagamaan, pendidikan bantuan hukum, dan 

lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan social (Social 

Service). 

2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan 

untuk bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita 

cacat, dan berbagai ketentuan yang dapat disebut bantuan social (Social 

Asisstance) . 

3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, 

perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat 

dikategorikan sebagai sarana social (Social Infra Structure). 

4. Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus 

ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga 
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pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko social ekonomis, 

digolongkan dalam Asuransi Sosial (Social Insurance).19 

Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara defenitif 

pengertian jaminan social secara luas dapat jumpai dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok jaminan sosial, 

pasal 2 ayat (4) sebagai berikut : “Jaminan sosial sebagai perwujudan 

sekuritas sosial adalah seluruh sistem sosial perlindungan dan pemeliharaan 

kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan/atau masayarakat guna memelihara taraf jaminan social”. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan social 

Nasional, dalam pasa 1 angka1 menyatakan bahwa jaminan social adalah : 

“suatu bentuk perlindungan social  untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak ”.  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja 

dirumuskan sebagai berikut : “jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dalam 

pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”. 

Jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992, mengatur 4 program pokok yang harus 

                                                           
19

 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja (Jakarta 

: PT. Raja Gafindo Persada : 2007), h.102 
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diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek, dan 

kepada perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sepuluh orang 

pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp. 1000.0000,00 sebulan wajib 

wajib mempekerjakan pekerja/buruhnya kedalam program Jamsostek. 

Keempat program tersebut adalah : 

1. Jaminan kecelakaan kerja 

2. Jaminan kematian. 

3. Jaminan hari tua,dan 

4. Jaminan pemeliharaan kesehatan.20 

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat, bahwa hak-hak tenaga kerja 

secara otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap 

pengusaha yang memperkerjakan beberapa orang tenaga kerja, maka 

diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan undang-undang tersebut.  

 

C. Pengertian Perjanjian 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 

ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 

dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 

                                                           
20

  Ibid, h. 105 
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adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 

pihak dalam hubungan hukum tersebut. 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa 

konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui 

sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap 

perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.21 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian 

merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk 

melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.22 

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 

pihak. 

                                                           
21

Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

h.4  
22

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta:Pradnya 

Paramita, 1985), h.304  
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Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik.23 

Perjanjian  merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara 

dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau 

menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu 

perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi 

terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari 

kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.24 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), menyatakan 

bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.25 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kontrak atau perjanjian 

merupakan ikatan yang dibuat oleh dua pihak, untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak 

melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa 
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Ibid, h.307  
24

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.9  
25

Ibid, h.9 
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kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.26 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam 

buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata dengan judul perikatan. Kata 

perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari kata perjanjian. 

Dimana kata perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum 

antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban 

memenuhi tuntutan itu.27  

Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.28 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan hubungan antara 

perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan sebab 

perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain 

Undang-undang. 

 

D. Asas-asas Perjanjian 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.29 

                                                           
26

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada, 2010), h.3  
27

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Inter Masa, 1992),  h. 1. 
28

 . Ibid, h. 1. 
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Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 

pihak. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik.
30

 

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 

kontrak, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 

suatu kontrak. 

b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya 

asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada 

prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian 

juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 

                                                                                                                                                               
29

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta:Pradnya 

Paramita, 1985), h.304  
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c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh 

sesuai isi kontrak tersebut. 

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah 

dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun 

tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, 

yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah 

terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban 

 semata-mata.31  

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat 

dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut 

secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah 

timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka 

semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak 

atau perjanjian. 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 

ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 

dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 

                                                           
31

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13  
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adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 

pihak dalam hubungan hukum tersebut.32 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian  membawa konsekuensi bahwa 

seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan 

hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setipa perikatan atau 

kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.33 

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau 

perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk 

membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang 

belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun 

kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.34 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya 

memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sana seperti perundang-

                                                           
32

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2003), h.17  
33

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-

Undang,(Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1  
34

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2000), h.16  
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undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan 

menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak. 

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH perdata hanya bersifat 

pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak 

tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan 

yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, 

disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, 

artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak 

memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, 

berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 

adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para 

pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan 

kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun 

sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang 
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tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 

21 tahun. 

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 

ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.35 

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 

bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu 

yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman 

atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang 

berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

Dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, maka secara 

unsur-unsur adalah sebagai berikut: 

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat 

dibatalkan yang meliputi: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.  
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Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada, 2010), h.13  
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2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut 

menjadi batal demi hukum yang meliputi : 

1. Suatu hal (obyek tertentu). 

2. Sebab yang halal. 

Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut, 

maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak 

terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan 

kehendak dari kedua belah pihak. 

 

 

 

 


